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PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG

Menimbang :

Mengingat

pb 7t g
BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

——————aa
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 90 TAHUN 2020

TENTANG

DISABILITAS
DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

bahwa penyandang disabilitas di Kabupaten Lombok Tengah
adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran
dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang
Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

penyandang disabilitas masih mengalami berbagai bentuk
diskriminasi sehingga hak-haknya belum terpenuhi;

. bahwa untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak

bagi penyandang disabilitas diperlukan dasar hukum sebagai
pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan pemenuhan
hak-hak  penyandang disabilitas di Kabupaten Lombok
Tengah;

. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negera Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);
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Undang-Undang  Nomor 13  Tahun 2003 tentang

(Lembaran Negara Republik lm
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
llpubllklndmmummﬂ;

um-ummmmmmm

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301),

« Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Repbulik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana
Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
144) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi NAsional Hak
Asasi Manusia Tahun 2009-2015;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

blik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), cebaphmm

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

- P‘m Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan
, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama
lam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan
tan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga
lainnya berdasarkan kesamaan hak.

- Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi,
mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.

. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan,
dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.

. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang
dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk
menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan
masyarakat.

. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan,
pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau
mmpnk pada pembatasan atau peniadnn pengakuan, penikmatan, atau

n hak Penyandang Disabilitas
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v pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistern
satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan

dikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan
dikan nasional,

m kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian

n yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan

um memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam

bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit
dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

20 Fasilitas pelayanan keschatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang
digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan keschatan baik
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

m W adalah Sistem penyelenggaraan pendidikan yang
sempatan kepada mmdﬁdﬂ:mmemmh
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Mm

ingk ; muyanht tentang disabilitas;
onsu nntul! mengembangkan kemampuan sosialitas bagi penyandang
pelatihan dl.n pemberian peralatan usaha bagi penyandang disabilitas.

Pasal 31

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dimaksudkan
untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap penyandang disabilitas.

Pasal 32
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arakat mmm xomm Perllndunlln dan
Disabilitas.
., han Hak-Hak Penyandang Disabilitas
| dibmtuk dengan Keputusan Bupati.
| a dimaksud pada ayat (2) paling
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